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ABSTRAK

i Rahma Waulan, (2025) Efektivitas Mediasi Sebagai  Alternatif
Penyelesaian Sengketa Pertanahan Pada Badan
Pertanahan Nasional Di Kabupaten Sarolangun.

NweydP seH o

Sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/
K®pala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020
téatang Penaganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan di dalam Pasal 43 ayat (1)
"Penyelesaian Kasus dapat di selesaikan melalui mediasi”. Dan di perkuat lagi
oleh Putusan Mahkamah Agung: "Putusan Mahkamah Agung (MA) yang
nigwajibkan mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1
Wun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menegaskan bahwa
semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan wajib melalui proses mediasi
sebelum pemeriksaan pokok perkara. Tujuannya adalah mencari penyelesaian
S%gketa melalui perundingan dengan bantuan mediator”. yang mewajibkan
mediasai sebagai alternatif penyelesaian sengketa, namun kenyataanya kurang
efektif sebagai mediasi dalam penyelesaian kasus pertanahan. Adapun pokok
permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaiamana efektivitas mediasi sebagai
alternatif penyelesaian sengketa pertanahan pada Badan Pertanahan Nasional di
Kabupaten Sarolangun? (2) Apa faktor-faktor yang menyebabkan mediasi sebagai
alternatif tidak efektif dalam menyelesaikan sengketa pertanahan di Badan
Pertanahan Nasional Kabupaten Sarolangun?.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (penelitian hukum).
Lokasi Penelitian adalah di Kabupaten Sarolangun tepatnya di Komplek
Perkantoran Gunung Kembang, Kelurahan Sarolangun Kembang, Kantor
Pertanahan Kabupaten Sarolangun sebagai instansi yang berwenang penuh dalam
p€nanggulangan masalah yang diteliti. Jenis penelitian yang di gunakan adalah
penelitian hukum sosiologis yang juga dikenal dengan penelitian hukum empiris.
Péndekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, sedangkan
sgatnya iyalah deskriftif analisis. Analisis data menggunakan metode analisis
kpalitatif, dengan pengkumpulan data melalui wawancara, Observasi, dan studi
Pastaka.

2' Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas mediasi sebagai alternatif
dh BPN Kabupaten Sarolangun belum berjalan optimal. Beberapa kasus dapat
dl:s‘elesalkan secara damai, namun sebagian besar masih menemui hambatan
‘éjerti kurang aktifnya mediator dalam menggali akar masalah, rendahnya
km‘nunlkam antar pihak, serta terbatasnya kepercayaan masyarakat terhadap
leﬁnbaga mediasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas mediator,
pgnguatan regulasi, dan sosialisasi kepada masyarakat agar mediasi dapat
berfungsi lebih efektif sebagai instrumen penyelesaian sengketa pertanahan.

@
Kéta Kunci: Efektivitas, Mediasi, Sengketa Pertanahan.
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KATA PENGANTAR

alamua’alaikum Wr. Wb.

92]

Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas nikmat karunia Allah SWT

1N 1wzedio YeH 6

kegpada penulis berupa Kesehatan dan kesempatan, sehingga penulis di berikan
w

kemampuan dan kekuatan dalam menyelesaikan skripsi ini. Salam dan shalawat
-~

jﬁ;ga penulis kirimkan kepada jungjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah

niembawa Umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Berkat Rahmat hidayah dari Allah SWT, alhamdulillah penulis dappat
menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “ EFEKTIVITAS MEDIASI
SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN
PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI KABUPATEN

SAROLANGUN ”.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Hukum

) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim

Im@SI 9}elg

Kglu. Dlam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari

u

berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat beharga. Oleh
m
=

k;l'ena itu selayaknya penulis mengucapkan terimakasih kepada orang-orang yang
-

= . c e .
bcE'nrperan penting selama peroses penyusunan skripsi ini, yaitu kepada:
=

1§ Kepada Orang Tua Penulis Papa Tercinta H. Zulkarnaini dan Mama
Tersayang HJ. Rosita, beserta Kakak Tiara Melani S. Ft dan Adik Putri

Nirwana yang penulis sayangi terimakasih sudah menjadi keluarga terbaik

i
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dan mendukung setiap proses penulis, memberikan kasih sayang, do’a dan
dukungan yang penuh tiada hentinya untuk penulis, sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi ini. Dan memberikan nasehat, semangat dan motivasi
hingga menyelesaikan program Serjana Hukum (S1). Terimakasih papa dan
mama serta kakak dan adek atas do’a dan restunya.

Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE., M.SI., AK ., CA selaku Rektor UIN
Suska Riau.

Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
menjadi Fakultas teladan dan terbaik di UIN Suska Riau.

Bapak Dr. Muhammad Darwis, SH., M.H. selaku wakil dekan I dan selaku
Pembimbing Akademik yang telah memberikan bantuan, nasihat dukungan
dalam menyelesaiakn skripsi ini.

Ibu Dr. Nurnasrina, M.Si. selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. M. Alpi
Syahrin, MH. Selaku Wakil Dekan III di Fakultas Syariah dan Hukum.

Bapak Firdaus, SH., MH selaku Ketua Prodi Illmu Hukum dan bapak
Rudiadi, SH., MH selaku Sekretaris Prodi [lmu Hukum semoga ilmu hukum
tetap menjadi jurusan membanggakan dan terbaik di UIN Suska Riau.

Bapak Dr. Drs. H. Abu Samah, MH dan Bapak Basir, S.H.I., MH sebagai
pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan
waktunya uantuk membimbing dan memberikan petunjuk kepada penulis

dalam penyusunan skripsi ini.
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Bapak/ibu Dosen yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan penulis di
Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Sarolangun, Terimakasih telah
memberikan kesempatan terhadap penulis untuk melakukan penelitian di

Badan Pertanahan Nasional Sarolangun.

Penulis mengharapkan saran dan kritik bagi pembaca, semoga skripsi ini

ssng NIn Mw®idio 4EY o

b€rmanfaat bagi pembaca dan penulis khususnya, Semoga Allah SWT senantiasa

d

nfélindungi kita.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 20 Oktober 2025

DWI RAHMA WULAN
NIM.12020722176
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@

gl

5 BAB I

-~

2 PENDAHULUAN
@)
A’ Latar Belakang Masalah

3

= Tanah merupakan sumber daya alam yang memegang perana penting
=

=

—dalam kehidupan manusia. Tanah dapat dimanfaatkan untuk memperoleh bahan
Z

g’pangan maupun sebagai faktor produksi untuk memenuhi kebutuhan hidup

w

mmanusia sehari-hari. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di

> Indonesia, maka kebutuhan akan tanah pun akan semakin meningkat, hal ini

c
dikarenakan pemanfaatan tanah dibutuhkan untuk hidup dan melangsungkan

kehidupan. Pengertian pertanahan menurut Murad adalah suatu kebijakan yang
digariskan oleh pemerintahan di dalam mengatur hubungan-hubungan hukum
antara tanah dengan orang sebagaiamna yang di tetapkan oleh undang-undang
Dasar 1945 dan di jabarkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
fetang Pokok Agraria (UUPA)."
Tanah mempunyai arti penting bagi kehidupan bangsa Indonesia. Hal

ini dikarenakan bahwa Negara Indonesia merupakan negara agraris, sehingga

mwejsy aje}

setiap kegiatan yang dilakukan oleh sebagian besar rakyat Indonesia senantiasa

21

membutuhkan dan melibatkan soal tanah. Bahkan pada sebagian masyarakat,

ISI9ATU

tanah dianggap sebagai sesuatu yang sakral, karena di sana terdapat simbol

A}

tatus sosial yang dimilikinya.2

Keberadaan tanah di Indonesia, pemerintah telah menetapkan peraturan

uejng jo

ndang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria

! Waskito, Pertanahan Agraria, dan Tata Ruang, Jakarta, Kencana, (2019), h. 4
2 Abu Samah, Pelaksanana Pelayaran Dalam Pengurusan Sartifikat Tanah Di Badan
tannahan Nasional Kota Bangkinag, Jurnal Of Shariah ang Law, Vol. 2, No. 1 (2023), h. 2

1 sifeds
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©

o Lo . ..
o yang mengatur secara umum tentang hukum agraria di Indonesia, peraturan ini
-~

© disahkan sebagai bentuk pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar
©

©1945. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
3

—Pokok-Pokok Agraria (UUPA) adalah landasan hukum utama di Indonesia

=

Eyang mengatur tentang hak-hak atas tanah dan sumber daya alam. Seperti yang
Z

(C”dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

w

o tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang berbunyi:

" ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-
hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi air dan ruang angkasa,
termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan

tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh
b2 3
rakyat”.

nery

Alokasi tanah tersebut sejatinya digunakan untuk kemakmuran rakyat
sesuai dengan Pasal 9 ayat 2 UUPA yang berbunyi:

“Tiap-tiap warganegara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita
mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas
tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri
maupun keluarganya™*

ISI @3®e3S

Menjelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh

hak atas tanah yang dapat dimanfaatkan sebagai hasil dari pembangunan

Jruae

n

negara dan pembangunan bangsa. Oleh karena itu, agar setiap orang memiliki

ISI9ATU

hak atas tanah yang sah dan memiliki kepastian hukum, maka tanah tersebut

0 A}

harus didaftarkan melalui pendaftaran tanah yang diselenggarakan oleh

* Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
aria Praturan Presiden Republik Indonesia, Dasar-Dasar dan Ketentuan Pokok Pasal 2 ayat 1.
* Indonesia, UUPA Pasal 9 Ayat 2, Alokasi tanah sejatinya digunakan untuk kemakmuran

A

nery wigeygrrefg ueyng j

<
D
—



‘nery e)sng NiN Wizl edue)y undede ynjuaq weep Ul siin} eA1ey yninjas neje ueibeqas yeAueqladwaw uep ueyjwnuwnbuaw Buele|iq 'z

NV VISNS NIN
I

‘nery eysng NiN Jefem BueA uebuuaday ueyiBnisw yepn uedynbuad g

‘yelesew niens uenelun neje ynuy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw | efuey uesiinuad ‘ueniguad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥njun eAuey uednnbusd ‘e

Jequins ueyngaAusw uep ueywnuesusw edue) 1ul SNy ARy ynunjes neje ueibegses diynbusw Buelseq ‘|

Buepun-6uepun 16unpuljig eydid xeH

@
gpemerintah guna menjamin kepastian hak atas tanahnya, sesuai dengan Pasal
-~
€19 UUPA jelaskan pasal uud nya berbunyi5:
©
2 1) Untuk menjamin kepastian hukum hak-hak atas tanah bagi rakyat
= diseluruh Indonesia, maka pendaftaran tanah diseluruh wilayah
= Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur
- .

dengan Peraturan Pemerintah.
= 2) Pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
= dilakukan dengan tujuan memberikan kepastian dan perlindungan
(C” hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah."”
2]
2 Dengan adanya pendaftaran tanah tersebut, apabila terjadi sengketa
A
5 tanah, para pihak yang bersengketa dapat dengan mudah mengetahui status
c

hukum tanahnya yang meliputi siapa orang/badan hukum pemegang hak atas

tanah tersebut dan mengenai letak, batas-batas bidang tanah, luas bidang tanah
tersebut dan apa saja beban yang ditanggungnya.6

Pesatnya pertumbuhan penduduk Indonesia, tentu saja jumlah lahan

yang dibutuhkan akan semakin bertambah, hal ini dikarenakan lahan

rdibutuhkan untuk tempat tinggal dan sebagai sumber kehidupan untuk

Y
@kebutuhan pangan manusia. Kebutuhan akan lahan ini pada akhirnya

Is1

®mengubah cara pandang masyarakat terhadap nilai tanah menjadi kebutuhan

dTU!I

primer. Ketersediaan lahan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk

)

A
|aul
=
[oN
o
=
o
‘.
)

yang terus bertambah tentu tidak seimbang, mengingat alokasi lahan

&nsxa

tidak hanya digunakan sebagai lahan tempat tinggal saja, tetapi juga digunakan

ntuk pembangunan dan sebagai sumber penghidupan.

€S ue3ng jyo

® Indonesia, Undang-Undang Nomot 5 Tahun 1960, Tentang Peraturan Dasar Pokok-
<ok Agraria Presiden Republik Indonesia, Pendaftaran Tanah, Pasal 19 ayat 1 dan 2.

® Rahmalia Pawestri dkk, Penyelesaian Sengketa Lokasi Bidang Tanah Melalui Mediasi
ASUS di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri), Jurnal ILREJ, (2024), h. 216.

o
gI.IE'
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@
g Ketidak seimbangan lahan dengan jumlah penduduk Indonesia yang
-~
Cterus bertambah pada akhirnya menimbulkan konflik dan sengketa lahan.
©
©Tahan yang memiliki peran penting bagi kelangsungan hidup manusia,
3

—membuat manusia semakin berambisi untuk memiliki dan menguasai lahan.

b

ESeiring berjalannya waktu, konflik lahan semakin meningkat sebagai akibat
Z
(C”dari perkembangan pembangunan dan meningkatnya kebutuhan lahan.

2]
~Banyaknya sengketa lahan menunjukkan betapa pentingnya lahan bagi

A
& perekonomian dan mata pencaharian masyarakat Indonesia.

} Permasalahan tanah menjadi salah satu isu yang signifikan dalam
pembahasan saat ini, terutama dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang
terus meningkat yang berdampak pada peningkatan jumlah kasus sengketa,
konflik, dan perkara terkait dengan pertanahan. Kasus-kasus sengketa di
bidang pertanahan terus mengalami peningkatan , sejalan dengan perubahan

ekonomi, sosial, dan politik di Indonesia.’

Sengketa pertanahan merupakan permasalahan yang kompleks dan

weysy ajelg

sering terjadi di Indonesia, disebabkan oleh tumpang tindih hak atas tanah,

etidakjelasan batas wilayah, serta lemahnya sistem administrasi pertanahan.

0t

Proses penyelesaian melalui litigasi sering kali memakan waktu lama dan biaya

JATU

tinggi, serta tidak selalu memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang

KIS

ersengketa.

Pada penelitian ini penulis mengambil permasalahan yang mendasar

Ag uejng jo

dan sudah banyak terjadi di semua daerah khususnya pada masyarakat

" Manan Suhadi, Penyelesaian Sengketa Atas Hak Tanah Melalui Pengadilan Tata Usaha

Neggara (Jember: Media Cipta Perkasa, 2020), h. 14.

nery wigey jrie



‘nery e)sng NiN Wizl edue)y undede ynjuaq weep Ul siin} eA1ey yninjas neje ueibeqas yeAueqladwaw uep ueyjwnuwnbuaw Buele|iq 'z

NV VISNS NIN
AL

‘nery eysng NiN Jefem BueA uebuuaday ueyiBnisw yepn uedynbuad g

‘yelesew niens uenelun neje ynuy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw | efuey uesiinuad ‘ueniguad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥njun eAuey uednnbusd ‘e

Jequins ueyngaAusw uep ueywnuesusw edue) 1ul SNy ARy ynunjes neje ueibegses diynbusw Buelseq ‘|

Buepun-6uepun 16unpuljig eydid xeH

@
gKabupaten Sarolangun, satu permasalah yang belum selesai telah muncul
-~

©permasalahan lagi. Hal ini dimungkinkan karena belum diperoleh cara yang
©

Dtepat untuk menyelesaikannya. Sengketa pertanahan dapat terjadi antara kedua
3

—belah pihak secara individu, komunal bahkan banyak melibatkan banyak pihak

=

Sdan Negara, dari penyelesaian yang sederhana sampai yang paling krusial.
Z

g)Faktor-faktor terjadinya suatu perselisihan terhadap tanah karena adanya

w

mpengaduan dari salah satu pihak (Orang atau Badan Hukum) yang berisi

opersetujuan-keberatan  dan tuntutan hak atas tanah prioritas maupun
Ckepemilikannya dengan harapan akan diperoleh penyelesaian secara adil tanpa
adanya keberpihakan.®
Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah lembaga pemerintah non
kementerian di Indonesia yang mempunyai tugas yaitu melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral.
Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada awalnya dibentuk berdasarkan
%Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 26 Tahun 1988 tentang Badan

w
® Pertanahan Nasional (BPN). Keputusan Presiden ini mengatur tentang

I

RN

pembentukan dan tugas-tugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang

un

I

<bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan pertanahan di Indonesia,

ISIo

]

termasuk pendaftaran tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan pengelolaan
anah negara.

Sengketa Pertanahan di Indonesia bukan merupakan hal yang baru dan

Ag ueyng jo £

masih terjadi hingga saat ini. Pada awalnya sengketa Pertanahan hanya terjadi

® JAIN Kudus, Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Wilayah Madura Secara Mediasi
h Badan Pertanahan Nasion, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. 12, No. 1 (2021).

gy frae
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@
gantara Pihak Perseorangan, namun saat ini sengketa pertanahan sudah terjadi di
-~
©semua sektor kehidupan masyarakat, seperti sektor kehutanan, sektor
@)
Y infrastruktur, sektor pertambangam.9 Sengketa bisa terjadi antara individu
3

Edengan individu, antara individu dengan kelompok, antaar kelompok dengan
=

Ekelompok, atau individu dengan Lembaga/instansi, antar lembaga dengan
Z

g)lembaga ataupun kelompok dengan lembaga yang mempunyai perbedaan

w

o Pendapat tentang suatu objek yang sama sehingga menimbulkan akibat hukum

o bagi para pihak yang bersengketa. Sengketa banyak macamnya namun yang
Cmenj adi fokus bahasan kita adalah sengketa tanah.'°
Kabupaten Sarolangun memiliki Jumlah penduduk di Kabupaten
Sarolangun tercatat 310,29 ribu jiwa data per 2024. Semakin banyak jumlah
penduduk, maka semakin penting sebidang tanah karena kebutuhan akan ruang
hidup, sumber daya, dan infrastruktur menjadi semakin mendesak, Dengan
(pbertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan akan tempat tinggal akan semakin

-
<]
@besar. Tanah menjadi sumber daya utama untuk membangun rumah dan

Is1

pemukiman. Jika lahan terbatas, maka harga tanah akan meningkat, dan

uae

semakm banyak orang yang bersaing untuk mendapatkan tanah yang tersedia.'*

21

Setiap permasalahan membutuhkan penyelesaian yang menyeluruh.

JISIoATU

‘Dalam menyelesaikan sengketa pertanahan, terdapat beberapa jalur yang dapat

itempuh. Secara umum, terdapat dua bentuk penyelesaian, yaitu melalui jalur

S Yeing yo A

° Lex Privatum, Fungsi Badan Pertanahan Nasional Terhadap Penyelesaian Sengketa
T§1ah,\]urnal Hukum, Vol. 11, No. 2 (2014).

1 Ledy Wila Yustini, Penyebab Sengketa Tanah Di Indonesia Land Dispute
A'rt*angements In Indonesia, Jurnal Kepastian Hukum dan Keadialan, Vol. 5, No. 1, (2023).
! https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/0de933655c93ee8/jumlah-penduduk-
k%upaten sarolangun-310-29-ribu-jiwa-data-per-2024.

p. |

nery wr
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©

glitigasi dan jalur non-litigasi. Penyelesaian sengketa tanah diatas baik melalui
-~

©pengadilan maupun penyelesaian sengketa tanah diluar pengadilan, Badan
©
9 Pertanahan Nasional berperan sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar
3

—pengadilan yang berperan sebagai mediator. Badan Pertanahan Nasional
=

Smemiliki peranan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa penguasaan

Z

Utanah.

=

2]

2 Dalam melakukan mediasi Badan Pertanahan Nasional memiliki
A

> kewenangan yang sah secara hukum berdasarkan undang-undang dan peraturan
c

terkait. Badan Pertanahan Nasional memberikan aturan tertulis agar
penyelesaian sengketa tanah dapat dilakukan secara efektif. Langkah tersebut
dimuat dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor
11 Tahun 2009 tentang Kebijakan dan Strategi Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Menangani dan Menyelesaikan Sengketa, Konflik
dan Perkara Pertanahan. Keputusan ini mengacu pada Keputusan Kepala

Y
@ Badan Pertanahan Nasional Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis

weys

Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan. Mediator adalah

orang/pejabat yang ditunjuk dari jajaran Badan Pertanahan Nasional Republik

A1

JATU

Indonesia yang disepakati para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan

permasalahan.12

JISI

Badan Pertanahan Nasional sendiri dalam melakukan penyelesaian

sengketa non litigasi mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

M jriedg uejng jo £

12 Ria Andanari, Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Di Kantor Pentanahan
bupaten Kulon Progo, Jurnal Kewarganagaraan, Vol. 3 No. 1 (2019), h. 43.

18

nery w



‘nery e)sng NiN Wizl edue)y undede ynjuaq weep Ul siin} eA1ey yninjas neje ueibeqas yeAueqladwaw uep ueyjwnuwnbuaw Buele|iq 'z

NV VISNS NIN
AL

‘nery eysng NiN Jefem BueA uebuuaday ueyiBnisw yepn uedynbuad g

‘yelesew niens uenelun neje ynuy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw | efuey uesiinuad ‘ueniguad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥njun eAuey uednnbusd ‘e

Jequins ueyngaAusw uep ueywnuesusw edue) 1ul SNy ARy ynunjes neje ueibegses diynbusw Buelseq ‘|

Buepun-6uepun 16unpuljig eydid xeH

©

gtentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dimana mediasi adalah

A

©salah satu metode yang diterapkan oleh Badan Pertanahan Nasional.

Dalam praktiknya, mediasi yang dilakukan oleh Badan Pertanahan

Iw eyd

—Nasional amat sangat jarang dibuka ke publik, maupun dituangkan dalam suatu

b

Elaporan, sehingga efektifitas mediasi yang dilakukan oleh Badan Pertanahan
Z

gNasional sulit sekali diketahui oleh publik maupun pemerintah pusat, dan
2]
~tentunya kondisi tersebut sulit untuk diketahui mengenai seberapa jauhkan

A
o efektifitas mediasi yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional, seberapa
c

profesionalkah petugas Badan Pertanahan Nasional yang menjalankan mediasi,
serta upaya apa yang dapat dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional dalam

mengatasi kendala serta mencari solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi

oleh Badan Pertanahan Nasional dalam menjalankan mediasi.?

Dari PraRiset yang penulis lakukan sebelumnya, ditemukan data

rpersengketaan tanah melalui Non Litigasi yaitu mediasi di Badan Pertanahan

-

<]
@ Nasional Sarolangun Tahun 2022-2024 seperti berikut:

Tabel L.I
Data Persengketaan Tanah Melalu Mediasi Di Badan
Pertanahan Nasional Sarolangun Tahun 2022-2024

NO | Tahun Jumlah Kasus Berhasil Dimediasi | Tidak Berhasil
Yang Masuk Dimesiasi
1 2022 6 0 6
2 2023 13 5 8
3 2024 15 4 11

umber: Kantor Badan Pertanahan Sarolagun, 2022-2024

z{[ﬁ uejng jo AJISIdATU) dTWR]S

By yife

B3 Adila Hana Widiasari, Evektifitas Mediasi Yang Dilakukan Oleh Nadan Pertanahan
ional, Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-llmu Social, Hukum dan Pengajarannya, Vol
I No 2, (2021), h, 394.

I
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Putusan Mahkamah Agung (MA) tentang mediasi mengacu pada Peraturan

19 3BH @

Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur prosedur

eyd

mediasi di pengadilan, yang bertujuan menyelesaikan sengketa di luar

[1w

pengadilan secara damai. Jika mediasi berhasil, hasilnya diakui sebagai akta

Eperdamaian yang dapat dikuatkan oleh hakim; jika gagal, perkara dilanjutkan
Z

g)ke tahap persidangan.14

w

-~

£ "Putusan Mahkamah Agung (MA) yang mewajibkan mediasi
A diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016
g tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menegaskan bahwa semua

perkara perdata yang diajukan ke pengadilan wajib melalui proses
mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara. Tujuannya adalah mencari
penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan mediator”

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 tentang Penaganan dan

Penyelesaian Kasus Pertanahan di dalam Pasal 43 ayat (1) berbunyi:15

gc-) “ Penyelesaian Kasus dapat di selesaikan melalui mediasi”

@

2. Mediasi seharusnya dapat menjadi solusi efektif dalam menyelesaikan
po¥]

8 . . .
=sengketa, dan Mahkamah Agung telah mewajibkan mediasi sebagai upaya
=

Zuntuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa. Namun, kenyataannya
<

(1°]

@ masih belum efektif yang dibuktikannya oleh masih banyak kasus-kasus yang
\5‘

o belum dapat diselesaikan melalui mediasi.

7))

=

>

N

= 14 H P

< Indonesia, Putusan Mahkamah Agung, Tentang Mediasi Mengacu Pada Peraturan
I\@_hkamah Agung, Nomor 1 Tahun 2016, Mengatur Prosedur Mediasi.

g ' Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional

R?Publik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus
Pértanahan Di Dalam Pasal 43 Ayat 1.

I
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10

Dari tabel 1.1 diatas ada beberapa kasus yang terselesaikan secara mediasi

ABH @

&)

dalam menyelesaikan sengketa pertanahan di BPN Kabupaten Sarolangun.

eyd

Namun, masih ada juga beberapa kasus yang tidak dapat diselesaikan melalui

w

‘mediasi dan belum optimal, disebabkan karena ketidakmampuan para pihak

n

—untuk mengendalikan emosi mereka dalam mempertahankan kepentingan

N

g’pribadi dan sama-sama memiliki kepemilikan hak atas tanah. Kapasitas dan

w

=~ kompetensi mediator yang bersifat pasif dan kurang berinisiatif dalam mengali

A

o akar permasalahan di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sarolagun.

c
Pak Andi dan Pak Budi adalah dua warga Kabupaten Sarolangun yang
memiliki lahan pertanian yang berdekatan. Suatu hari, Pak Andi ingin menjual
lahannya kepada seorang pembeli, namun dalam proses pengecekan sertifikat,
ditemukan bahwa ada dua sertifikat hak milik (SHM) yang berbeda untuk
lahan yang sama. Pak Andi memiliki SHM (Sartifikat Hak Milik) yang
g.?diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten
:.:Sarolangun pada tahun 2005, sedangkan Pak Budi juga memiliki SHM
g(Sartiﬁkat Hak Milik) untuk lahan yang sama, yang diterbitkan oleh BPN

g}

abupaten Sarolangun pada tahun 2010.

Pak Andi dan Pak Budi sama-sama mengklaim bahwa mereka adalah

0 AJISIdATU

pemilik sah lahan tersebut dan memiliki SHM (Sartifikat Hak Milik) yang

nsJ

valid. Namun, setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut, ditemukan bahwa ada

ue}

kesalahan dalam proses penerbitan SHM (Sartifikat Hak Milik) oleh BPN

11eAg

Kabupaten Sarolangun.

nery wisey J
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11

Pelaksanaan mediasi sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa

ABH @

©pertanahan di kabupaten Sarolagun harus dapat memberikan kepastian hukum

d

Dterhadap sengketa pertanahan dengan proses cepat, efisien dan hemat biaya.

Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana Efektivitas mediasi sebagai

Iternatif penyelesaian sengketa pertanahan , penulis tertarik untuk melakukan

SIS NEM AL

penelitian dengan "EFEKTIVITAS MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF

ey

PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN PADA BADAN

PERTANAHAN NASIONAL DI KABUPATEN SAROLANGUN”

neiy

B. Batasan Masalah
Pembatasan masalah bertujuan untuk lebih memfokuskan kajian yang
akan dilaksanakan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dalam waktu yang
singkat dan lebih optimal, mengigat begitu luas nya persoalan yang membahas
mengenai Dalam proses mediasi sengketa pertanahan di Kantor Badan

LPertanahan Sarolangun, maka penulis memfokuskan penelitian yang akan
<]

9}

—dilakukan terdapat keterbatasan yang perlu diperhatikan pada Mediator di

e[S

5Kantor Pertanahan Sarolangun Belum Memiliki Sertifikasi, Sehingga

Bl

gKemampuan dan Kualitas Mediator Dalam Menangani Kasus Sengketa
=

@ Pertanahan Belum Optimal.

wn

& Rumusan Masalah

o

Lo o

g? Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis
= mengambil beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai
7))

'S berikut:

nery wisey[ Ju
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©

gl. Bagaiamana efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa
pertanahan pada Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Sarolangun?

2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan mediasi sebagai alternatif tidak
efektiv dalam menyelesaikan sengketa pertanahan di Badan Pertanahan

Nasional Kabupaten Sarolangun?

NIn Mtw eydioy

.’Tujuan Dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui bagaiamana efektivitas mediasi sebagai alternatif

nery eysn

penyelesaian sengketa pertanahan pada Badan Pertanahan Nasional di
Kabupaten Sarolangun.

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan mediasi sebagai
alternatif tidak efektiv dalam menyelesaikan sengketa pertanahan di
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sarolangun.

2. Manfaat Teoritis

a. Manfaat Teoritis
Hasil ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan
ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu Hukum berkaitan
tentang Efektivitas Tindakan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten
Sarolangun dalam penyelesaian sengketa pertanahan dalam bentuk
mediasi. Hasil ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti

peneliti sejenis pada masa yang akan datang.

nery wisey JireAg uejng jo A}JISIaATU() dDTWIR]S] 3)©1S
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Melengkapi syarat tugas mata kuliah Metode Penelitian dan Hukum di
Fakultas Syaridh dan [lImu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

Kasim Riau.

b. Manfaat Praktis

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

U.\/I Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
u__._ 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

;'
nwf hm a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
lh_\_n_ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ORSOER XAl 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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ABH @

[N AwRidio

N

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

? Kerangka Teori

Kerangka teori adalah wadah yang berisi teori-teori yang digunakan

= ebagai bahan landasan penelitian. Kerangka teoritis disusun agar memberikan

(C”gambaran atas batasan-batasan teori yang dipakai sebagai landasan penelitian

w

& yang akan digunakan.

A
o 1. Teori Penyelesaian Sengketa

c

nery wisey JireAg uejng jo A}JISIaATU() dDTWIR]S] 3)©1S

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini,
teori yang dikemukakan oleh para ahli sering dijadikan acuan dalam
memecahkan masalah yang hidup dan berkembang di dalam kehidupan
masyarakat. Kata teori berasal dari kata theoria yang artinya pandangan atau
wawasan. Pada umumnya, teori diartikan sebagai pengetahuan yang hanya
ada dalam alam pikiran tanpa dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang
bersifat praktis untuk melakukan sesuatu.

Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan
menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau
pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya
sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri
sengketa tersebut. Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan teori
tentang penyelesaian sengketa. Ada 5 (lima) yaitu:

a. Contending (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang

lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya

14
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b. Yielding (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia
menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan.

C. Problem solving (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang
memuaskan dari kedua belah pihak.

d. With drawing (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi
sengketa, baik secara fisik maupun psikologis.

e. In action (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.

Dalam literatur, Teori Penyelesaian Sengketa juga dinamakan
dengan Teori Konflik. Konflik dalam kamus bahasa Indonesia adalah
percekcokan, perselisihan dan pertentangan. Konflik adalah perbedaan
pendapat dan perselisthan paham antara dua pihak tentang hak dan
kewajiban pada saat dan dalam keadaan yang sama. Pengertian Konflik itu
sendiri dirumuskan oleh Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin bahwa, konflik
adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (perceived divergence of
interest), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang
berkonflik tidak dicapai secara simultan.'®

Penyelesaian sengketa melalui non litigasi adalah penyelesaian
sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar
pengadilan atau menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Di
Indonesia, penyelesaian non litigasi ada dua macam, yakni Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30

Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS).

P

nery wisey juie

'® Juwita Tarochi Boboy, Sengketa Pertanahan Melalui Berdasarkan Teori Dean G.

uitt Dan Jeffery Z. Rubin, Jurnal Notaris, Vol. 13, No. 2, (2020), h. 807-808.
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Secara bahasa, Arbitrase berasal dari kata arbitrare (latin) yang berarti
kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara berdasarkan kebijaksanaan.
Arbitrase merupakan penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak

ketiga yang netral, yaitu individu atau arbitrase sementara (ad hoc).17

. Hukum Agraria

Bachsan Mustofa menjabarkan bahwa kaidah hukum agraria tertulis
berbentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara,
sedangkan kaidah hukum tidak tertulis adalah hukum agraria dalam bentuk
hukum adat yang dibuat oleh masyarakat serta hidup, tumbuh dan
berkembang sekaligus berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat yang
bersangkutan.’® Menurut Soedikno Mertokusumo, Hukum Agraria adalah
keseluruhan kaidah-kaidah hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis
yang mengetur agrarian.™

Istilah Agraria berasal dari berbagai bahasa latin yakni ger dan
Agrarius, bahasa Inggris yakni Agrarian, bahasa Yunani yakni Agros, bahasa
Belanda yakni Akker yang arti ya tanah pertanian, sedangkan agrarian
menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah urusan pertanian
atau tanah pertanian berikut urusan pemilikan tanah.?’ Hukum agraria

adalah cabang hukum yang mengatur tentang tanah dan sumber daya alam

yang berkaitan dengan permukaan bumi, seperti air, udara, mineral, dan

uej[ng jo AJISIdATU) DTUIR]S] 3}e1§
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Y Rangga Kusuma Putra, Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi, Jurnal

Kglaboratif Sains, Vol. 7 No. 6, (2024), h. 2201.

Lgl ' Rahmad Ramadhani, Dasar-Dasar Hukum Agraria, (Medan, CV. Pustaka Prima),
20849, h. 6.

s 9 Urip Santoso, Hukum Agraria Kajian Komperehensif, ( Jakarta, Kencana, 2017), h. 5.
A % Beodi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang

Pokok Agraria, isi dan Pelaksanaannya, (Jakarta, Balai Pustaka Dekdibut), 2020, h. 5.
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hasil bumi lainnya yang tidak bergerak. Di Indonesia, hukum agraria
memiliki kedudukan yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan
kepemilikan, penggunaan, dan penguasaan tanah oleh individu, masyarakat,
dan negara.21

Sejarah Hukum Agraria di Indonesia dimulai sejak masa kolonial, di
mana pemerintah kolonial Belanda memberlakukan Agrarische Wet 1870
yang memberikan hak kepada perusahaan-perusahaan asing untuk
menguasai tanah di Indonesia. Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia
menggantikan hukum kolonial tersebut dengan Undang-Undang Pokok
Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 tentanh pokok-pokok yang bertujuan
untuk mewujudkan keadilan sosial dalam penguasaan dan pemanfaatan
tanah.?

Hukum Agraria di Indonesia didasarkan pada beberapa asas, antara
lain asas nasionalisme, asas hak menguasai negara, asas pengakuan hak
ulayat, asas hukum agraria nasional berdasarkan hukum adat, asas fungsi
sosial, asas landreform, asas tata guna tanah, asas kepentingan umum, dan
asas pendaftaran tanah. Asas-asas ini bertujuan untuk memastikan bahwa
penguasaan dan pemanfaatan tanah dilakukan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.23

Mengatur berbagai jenis hak atas tanah UUPA, seperti hak milik, hak

guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah,

nery m;sng juaeg uelng jo AJISIdATU) DTWIR]S] 3}e1S

! Muhamad Sadi Is, Hukum Agraria Indonesia, Prenada Media, 2022, h. 22.
22 Urip Santoso, Hukum Agraria Indonesia: Kajian Komprehensif Edisi Empat. Prenada
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dan hak memungut hasil hutan. Setiap hak memiliki karakteristik dan jangka
waktu tertentu, serta dapat dialihkan atau diwariskan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Pengaturan hak-hak atas tanah ini bertujuan untuk
memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak dan mencegah terjadinya
sengketa.

Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan
perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Proses ini
melibatkan pengukuran, pemetaan, dan penerbitan sertifikat tanah oleh
Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sertifikat tanah menjadi bukti autentik
atas kepemilikan atau penguasaan tanah yang sah.?

Sengketa Pertanahan

Sengketa pertanahan adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih
mengenai hak, kepemilikan, penguasaan, penggunaan, maupun pemanfaatan
tanah. Sengketa ini sering timbul akibat adanya klaim ganda, tumpang
tindih sertifikat, ketidakjelasan batas tanah, atau kebijakan pemerintah yang
tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Menurut Boedi Harsono, sengketa
pertanahan merupakan akibat dari lemahnya kepastian hukum dalam bidang
pertanahan yang seharusnya dijamin oleh negara melalui Undang-Undang

Pokok Agraria (UUPA).25 Maria S.W. Sumardjono menambahkan bahwa
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2 Richard, DKk, Buku Ajaran Hukum Agraria Indonesia Sejarah Dan Perkembangan,

Cendikia, 2022. h. 50.

p. |

 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang

Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannta, Jakarta: Djambatan, 2019.
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sengketa pertanahan dapat muncul karena konflik kepentingan antara
individu, kelompok masyarakat, maupun pemerintah dengan pihak swasta.?®

Sengketa pertanahan dirumuskan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 1999
tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, (selanjutnya disebut
PMNA/KBPN 1/1999), yaitu : “ perbedaan pendapat antara pihak yang
berkepentingan mengenai keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah,
pendaftaran hak atas tanah, termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti
haknya serta pihak yang berkepentingan yang merasa mempunyai hubungan
hukum dan pihak lain yang berkepentingan terpengaruh oleh status hukum
tanah tersebut.”

Sengketa tanah diatur dalam Undang-undang tentang Sengketa
Tanah. dengan kata lain, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Indonesia No. 3 Tahun 2011 mendefinisikannya sebagai sengketa tanah
yang melibatkan badan hukum, badan, atau orang perseorangan.
Singkatnya, tanah yang disengketakan adalah tanah yang kepemilikannya
dipersengketakan oleh dua pihak yang saling bersaing untuk mengklaim
kepemilikan atas tanah tersebut. Jenis kasus sengketa tanah ini berkisar dari
dokumen palsu hingga batas tanah yang diubah secara ilegal.

Ada tiga jenis sengketa tanah antara lain Kasus Ringan. Dikatakan
kasus ringan, karena pengadaannya berupa petunjuk teknis manajemen,

yang cukup melengkapi perbandingan dengan petunjuk perbandingan
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kepada pemohon atau pengadu. Kedua, kasus sedang. Ini adalah kasus yang
moderat karena melibatkan hukum dalam resolusi dan kontrol yang jelas,
tetapi tidak menyebabkan gejala sosial, politik, keamanan atau ekonomi.
Ketiga, kasus serius. Konflik mempengaruhi banyak orang dan dapat
dianggap serius jika aspek hukumnya cukup kompleks untuk menimbulkan
masalah sosial, politik dan keamanan.

Sengketa pertanahan pun dapat diselesaikan oleh Badan Pertanahan
Nasional (BPN). Dalam prosesnya, pendaftaran sebidang tanah merupakan
suatu kegiatan yang merupakan tugas khusus pemerintahan dari Badan
Pertanahan Nasional (BPN) untuk bertindak secara administratif dalam
penertiban sertifikat yang didaftarkan oleh masyarakat dan sekaligus
menyelesaikan apabila terjadi sengketa pertanahan yang menjadi
kewenangannya dan selain kewenangannya.

Peraturan Kepala BPN No.l11 Tahun 2016 merupakan dasar
kewenangan BPN menjadi mediator membantu para pihak mencari berbagai
kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau
memaksakan sebuah penyelesaian. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 huruf (e)
Peraturan Presiden Republik Indonesia No.10 Tahun 2006 tentang Badan
Pertanahan Nasional yang antara lain, mengatakan bahwa Deputi Bidang
Pengkajian dan Penanganan sengketa dan konflik pada Badan Pertanahan
Nasional menyelenggarakan fungsi pelaksanaan alternatif penyelesaian
masalah, sengketa dan konflik pertanahan melalui bentuk mediasi, fasilitasi,

dan lainnya.
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Selain BPN, penyelesaian persengketaan tanah dapat diselesaikan
melalui jalur litigasi yaitu dengan melayangkan gugatan lewat Pengadilan
Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan yang dilayangkan melalui Pengadilan
Tata Usaha Negara merupakan gugatan yang objeknya berkaitan dengan
surat keputusan atau sertifikat pertanahan yang diterbitkan oleh kantor
pemerintah yang berwenang. Pengadilan Tata Usaha Negara berhak
memutuskan apakah gugatan tersebut dapat diterima atau ditolak dan

menghasilkan keputusan berdasarkan pertimbangan yang telah ditetapkan.?’

. Efektivitas Dalam Konteks Penyelesaian

Efektivitas dalam konteks penyelesaian Adapun terdapat beberapa
faktor yang dapat memberikan pengaruh atas keberhasilan litigasi dalam
kegiatan penyelesaian sengketa tanah, diantaranya adalah:

a. Kualitas Mediator atau Arbiter Salah satu faktor terpenting yang
mempengaruhi keberhasilan proses non-litigasi adalah kualitas mediator
atau arbiter yang terlibat. Mediator yang berpengalaman dan terlatih
memiliki kemampuan untuk mengelola proses komunikasi antara pihak-
pihak yang bersengketa, membantu mereka mengungkapkan kepentingan
dan posisi masing-masing. Mediator yang efektif mampu menciptakan
suasana yang kondusif untuk diskusi, memfasilitasi dialog yang
konstruktif, dan membantu pihak-pihak menemukan titik temu.

b. Keterbukaan beserta dengan adanya komunikasi ideal antar pihak

Keterbukaan dan kemauan untuk berkomunikasi antara pihak-pihak yang

JifeAg uelng jo AJISIdATU) DTUIR]S] d)e1S
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bersengketa juga merupakan faktor kunci dalam keberhasilan proses non-
litigasi. Pihak-pihak yang terlibat perlu memiliki sikap yang konstruktif
dan bersedia untuk mendengarkan pandangan satu sama lain. Jika salah
satu atau kedua pihak memiliki sikap defensif atau tidak mau

bernegosiasi, proses mediasi atau arbitrase bisa gagal.

. Kepentingan yang berbeda Sengketa tanah pada umumnya melibatkan

kepentingan yang berbeda dan kompleks dari berbagai pihak, termasuk
individu, komunitas, dan bahkan pemerintah. Keberhasilan penyelesaian
non-litigasi sangat bergantung pada sejauh mana kepentingan-
kepentingan ini dapat dipahami dan diakomodasi. Proses mediasi atau
arbitrase yang efektif harus mampu menggali kepentingan yang
mendasari klaim masing-masing pihak, bukan hanya fokus pada posisi

mereka.

. Ketersediaan informasi beserta data akurat Dalam banyak kasus,

sengketa tanah muncul karena kurangnya dokumentasi yang jelas atau
ketidakjelasan dalam batasan fisik tanah. Oleh karena itu, akses terhadap
dokumen-dokumen hukum, sertifikat tanah, dan informasi lainnya sangat
penting untuk mendukung proses penyelesaian non-litigasi. Pihak-pihak
yang memiliki informasi yang kuat dan dokumentasi yang jelas akan

lebih mungkin mencapai kesepakatan yang adil.

. Pengaruh budaya serta sosial Pada beberapa budaya, konflik sering kali

dihindari dan negosiasi dianggap tabu. Di sisi lain, ada juga budaya yang

mendorong musyawarah dan penyelesaian secara damai. Perbedaan ini
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dapat memengaruhi cara pihak-pihak berinteraksi dalam proses non-
litigasi. Selain itu, struktur sosial, seperti hierarki dalam komunitas, dapat
mempengaruhi siapa yang memiliki kekuatan dalam negosiasi.
Pemahaman terhadap konteks budaya dan sosial di mana sengketa terjadi

sangat penting untuk merancang pendekatan mediasi yang efektif.

. Ketersediaan informasi beserta data akurat Dalam banyak kasus,

sengketa tanah muncul karena kurangnya dokumentasi yang jelas atau
ketidakjelasan dalam batasan fisik tanah. Oleh karena itu, akses terhadap
dokumen-dokumen hukum, sertifikat tanah, dan informasi lainnya sangat
penting untuk mendukung proses penyelesaian non-litigasi. Pihak-pihak
yang memiliki informasi yang kuat dan dokumentasi yang jelas akan

lebih mungkin mencapai kesepakatan yang adil.

. Pengaruh budaya serta sosial Pada beberapa budaya, konflik sering kali

dihindari dan negosiasi dianggap tabu. Di sisi lain, ada juga budaya yang
mendorong musyawarah dan penyelesaian secara damai. Perbedaan ini
dapat memengaruhi cara pihak-pihak berinteraksi dalam proses non-
litigasi. Selain itu, struktur sosial, seperti hierarki dalam komunitas, dapat
mempengaruhi  siapa yang memiliki kekuatan dalam negosiasi.
Pemahaman terhadap konteks budaya dan sosial di mana sengketa terjadi

sangat penting untuk merancang pendekatan mediasi yang efektif.

. layanan mediasi atau arbitrase harus memiliki sumber daya yang

memadai, termasuk akses ke pelatihan bagi mediator, infrastruktur yang

baik, dan dukungan administrasi. Jika lembaga tidak dapat menyediakan
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fasilitas yang memadai, proses nonlitigasi mungkin tidak berjalan lancar.
Selain itu, dukungan dari pemerintah atau Lembaga terkait juga dapat
meningkatkan kredibilitas dan penerimaan proses non-litigasi oleh
masyarakat. Ketentuan hukum serta kebijakan Jikalau terdapat adanya
undang-undang atau peraturan yang mengatur dan mendukung mediasi
dan arbitrase, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat
terhadap proses tersebut. Sebaliknya, jika tidak ada ketentuan yang jelas
atau jika proses non-litigasi dianggap tidak memiliki kekuatan hukum,

pihak-pihak mungkin enggan untuk mengikutinya.28

5. Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa

Mediasi merupakan suatu prosedur penengahan di mana seseorang
bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antara para pihak,
sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat
dipahami dan mungkin di damaikan, tetapi tanggung jawab utama
tercapainya suatu perdamaian tetap berada ditangan para pihak sendiri.”®
Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses
perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa
tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.>

Menurut Sudiarto, Mediasi adalah Proses negosiasi pemecahan
masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (Impartial) bekerjasama

dengan pihak yang bersengketa untuk membantu memperoleh kesepakatan
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perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator
tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa. Mediator hanya
membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalanpersoalan yang
dikuasakan kepadanya.

Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa atau biasa
dikenal dengan istilah “Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa”, yang
merupakan terjemahan daripada “Alternative Dispiute Resolution”. Mediasi
ini lahir dilatarbelakangi oleh lambatnya proses penyelesaian sengketa di
Pengadilan, oleh karena itu Mediasi ini muncul sebagai jawaban atas
ketidak puasan yang berkembang pada sistem/praktek Peradilan yang
bermuara pada persoalan waktu dan biaya dalam hal mengenai kasus yang
kompleks. Mediasi formal didasarkan pada aturan dan prosedur yang
ditetapkan. Mediator tidak menyelesaikan masalah tetapi mereka membantu
pihak yang bersengketa untuk mengembangkan solusi. Oleh karena itu,
mediator memiliki kontrol terhadap proses tetapi tidak pada hasil (outcome).

Beberapa prinsip mediasi adalah bersifat sukarela atau tunduk pada
kesepakatan para pihak, pada bidang perdata, sederhana, tertutup dan
rahasia, serta bersifat menengahi atau bersifat sebagai fasilisator. Prinsip-
prinsip ini merupakan daya tarik tersendiri dari mediasi, karena dalam
mediasi para pihak dapat menikmati prinsip ketertutupan dan kerahasiaan
yang tidak ada dalam proses litigasi relatif bersifat terbuka untuk umum

serta tidak memiliki prinsip rahasia sebagaimana yang dimiliki oleh
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mediasi.®* Proses mediasi selalu ditengahi oleh seseorang atau lebih
mediator yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Pemilihan mediator
harus dilaksanakan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Hal ini
dikarenakan seorang mediator sebagai penengah memegang peranan penting
dalam dalam kemajuan penyelesaian sengketa yang terjadi antara para
pihak. Dalam proses mediasi, seorang mediator memiliki peran sebagai
pihak yang mengawasi jalannya mediasi seperti mengatur perundingan,
menyelenggarakan pertemuan, mengatur diskusi, menjadi penengah,
merumuskan kesepakatan para pihak, serta membantu para pihak untuk
menyadari bahwa sengketa bukanlah suatu pertarungan untuk dimenangkan,
tetapi sengketa tersebut harus diselesaikan.>”

Proses mediasi sangat tergantung pada yang dimainkan oleh pihak
yang terlibat dalam penyelesaian perselisihan tersebut, di mana pihak yang
terlibat langsung adalah mediator dan para pihak yang berselisih itu sendiri.
Mediator sebagai negosiator harus memiliki keterampilan dalam mengelola
konflik, melakukan pemecahan masalah secara kreatif melalui kekuatan
komunikasi dan analisis. Keberadaan mediator sebagai pihak ketiga, sangat
tergantung pada kepercayaan (trust) yang diberikan para pihak untuk
menyelesaiakan sengketa mereka. Kepercayaan ini lahir karena para pihak
beranggapan bahwa seseorang dianggap mampu untuk menyelesaikan

masalah yang sedang mereka hadapi. Kepercayaan seperti inilah yang

1@y ge

nery w

%! Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia

Internasional, (Jakarta: Sinar Grafika), (2012), h. 16.

% Susanti Adi Nugroho, Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, Telaga lImu

onesia, (Jakarta), (2009), h., 2-3.
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menjadi faktor penting bagi mediator sebagai modal awal dalam
menjalankan proses mediasi.

Peranan mediator dapat dijalankan dengan baik apabila seorang
mediator menguasai skill dan teknik bermediasi. Skill dan teknik mediasi
meliputi beberapa bagian, yaitu: skill dan teknik mengorganisasi
perundingan; skill dan teknik memfasilitasi perundingan; skill dan teknik
bernegosiasi; skill dan teknik berkomunikasi; dan skill dan teknik untuk
menghindari ‘jebakan’. Skill dan teknik bermediasi di atas wajib dikuasai
dengan baik bagi seorang mediator profesional. Skill dan teknik dalam
mengorganisasi perundingan berkaitan dengan perencanaan secara
keseluruhan mengenai berbagai hal berkaitan dengan perundingan untuk
terselenggaranya proses mediasi yang efektif.

Beberapa hal konkrit dalam skill dan teknik mengorganisasi

perundingan ini antara lain: menentukan tempat perundingan; menunggu

nery w

7))
=
=
® dan menyambut kedatangan para pihak yang terlibat dalam perundingan
w
g pada saat hadir di tempat perundingan; mengatur posisi duduk para pihak;
E mengembangkan suasana perundingan yang sesuai untuk meredakan emosi
=
= L , . 33
E para pihak; mempersiapkan peralatan pendukung untuk presentasi.
wn
B:Penelitian Terdahulu
o
™. Dinda Puteri Anassthasia, “Peran Kantor Pertanahan Dalam Penyelesaian
W Y
&
& Sengketa Tanah Di Kabupaten Kendal”, pada tahun 2021. Jenis penelitian
=)
A yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis
j+¥]
5]
A ¥ Djumardin, Mediasi Sebagai Pilihan penyelesaian Perselisihan, Jurnal Hukum
Jatiswara, h., 481.
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sosiologis. Permasalahan didalam penelitian ini yaitu bagaimana
pelaksanaan prosedur  penyelesaian sengketa pertanahan di Badan
Pertanahan Nasional Kendal dan apa faktor-faktor penghambat dalam
pelaksanaan penyelesaian sengketa pertanahan oleh Kantor Pertanahan di
Kabupaten Kendal.**

Persamaan penelitian yaitu Kedua penelitian fokus pada proses
penyelesaian sengketa pertanahan, meskipun dengan pendekatan yang
berbeda.

Perbedaan Penelitian ini adalah kedua penelitian dilakukan di tingkat
kabupaten, lokasi penelitian berbeda, yaitu Kabupaten Kendal dan

Kabupaten Sarolangun.

. Sri Hartati, “Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Konflik Pertanahan

Di Perbatasan Wilayah Desa Kota Garo Kabupaten Kampar Berdasarkan
Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelsaian
Kasus Pertanahan”, tahun 2020. Jenis penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis sosiologis. Penelitian ini
membahas masalah tentang bagaimana peran Badan Pertanahan Nasional
dalam konflik pertanahan di perbatasan wilayah Desa Kota Garo dan

bagaimana penyelesaian konflik pertanahan di wilayah Desa Kota Garo.®

vAgq ue

% Dinda Putri Anassthasia, (2021) Peran Kantor Pertanahan Dalam Penyelesaian

Sengketa Tanah Di Kabupaten Kendal.

% Sri Hartati, (2020) Peran Badan Pertanahan Dalam Konflik Pertanahan Di Perbatasan

V\Flfayah Desa Kota Garo Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 11
Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

nery wise
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Persamaan Kedua penelitian fokus pada peran Badan Pertanahan
Nasional dalam penyelesaian sengketa pertanahan, meskipun dengan
pendekatan yang berbeda.

Pebedaan Penelitian Sri Hartati (2020) membahas tentang peran
Badan Pertanahan Nasional dalam konflik pertanahan di perbatasan wilayah
Desa Kota Garo dan penyelesaian konflik pertanahan, sedangkan penelitian
ini fokus pada efektivitas mediasi sebagai alternatif dalam penyelesaian
sengketa pertanahan.

R. Sabrinda Dhea B, “Penyelesaian Sengketa Mengenai Adanya Sertifikat
Ganda Terhadap Hak Milik Atas Tanah Pada Kasus Yang Terjadi Di
Kabupaten Pemalang”, tahun 2021. Jenis penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Permasalahan dalam
penelitian ini yaitu bagaimana penyelesaian sengketa pertanahan mengenai
adanya sertipikat ganda pada hak milik atas tanah di Kabupaten Pemalang.36

Persanaan Kedua penelitian mengunakan metode penelitian

lapangan (penelitian hukum).

Perbedaaan Penelitian R. Sabrinda Dhea B (2021) penelitian ini
berfokus pada penyelesaian sengketa mengenai sartifikat ganda, sedangkan
penelitian saya berfokus pada efektivitas mediasi sebagai alternatif
penyelesaian sengketa pertanahan di Badan  Pertanahan Nasional di

Kabupaten Sarolangun.

T

nery wigey

% R. Sabrinda Dhea B, Penyelesaian Sengketa Mengenai Adanya Sertifikat Danda

hadap Hak Milik Atas Tanah Pada Kasus YangTerjadi Di Kabupaten Pamelang. 2021.
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& BAB III

-

o METODE PENELITIAN
o
Au Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah

Alru

Cpenelitian Sosiologis Hukum dengan metode penelitian lapangan (field

Z
uwesearch) yaitu dengan melakukan survey langsung turun kelapangan untuk
=

c"):'rmengumpulkan data sekunder yang didapat langsung dari responden melalui
o

Mwawancara, melakukan observasi, dan kajian kepustakaan yaitu melalui

j4Y]
c

serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data
kepustakaan, membaca, dan mencatat serta mengelola bahan penelitian.®’

Sifat penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian
yang bertujuan untuk mendeskripsikan keadaan gejala kelompok tertentu,
untuk menemukan penyebaran gejala lain di masyarakatss. Menurut Nazir,

penelitian deskriptif adalah metode dalam meneliti sekelompok orang, suatu

elg

—objek, kondisi sistem pemikiran atau sesuatu kejadian saat ini. Tujuan

~penelitian deskriptif gambaran secara sistematis, faktul dan aktual mengenai
8

~fakta, karakteristik serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.Metode
=

Zpenelitian hukum adalah cara yang di miliki dan di lakukan oleh penelitian
m

=

;_-hukum dalam rangka untuk mengompulkan informasi atau data serta
<

S.melakukan investigasi pada data yang telah di dapatkan tersebut.*

7))

=

S

=1

W %7 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
S@gkat”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h.14.

= % Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, ( Jakarta: Rajawali Press, 1982),
h'51.

¥ Abu Samah, Kajian-Kajian Dalam Praktik Penelitian Hukum, ( Pekanbaru: Cahaya
aus, 2023), h.1.

_n
neny wigey
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Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara atau metode yang digunakan untuk

1d10 Y84 @

melakukan penelitian. Dalam penelitian tentang efektivitas mediasi sebagai

lw e

alternatif penyelesaian sengketa pertanahan pada Badan Pertanahan Nasional di

gKabupaten Sarolangun, beberapa pendekatan penelitian yang dapat digunakan
(C”adalah Penelitian ini menggunakan Pendekatan ini fokus pada pengumpulan
w

odata kualitatif, seperti wawancara dan observasi, untuk memahami efektivitas

A

o Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa pertanahan.
(=

C. Lokasi Penelitian
Lokasi Penelitian ini akan di lakukan di wilayah Hukum Kabupaten
Sarolangun yang di maksud adalah suatu tempat atau wilayah dimana
penelitian tersebut akan di lakukan berdasarkan judul “Efektivitas Mediasi
Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Pada Badan Pertanahan

UNasional Di Kabupaten Sarolangun”. Maka penulis menetapkan lokasi

Jje

. Penelitian di Kabupaten Sarolangun tepatnya di Komplek Perkantoran Gunung

Kembang, Kantor Pertanahan, Kelurahan Sarolangun Kembang, Kabupaten

[] dTUIe|s

Sarolangun. Sebagai instansi yang berwenang penuh dalam penanggulangan

masalah yang diteliti.

I9ATU

Subjek dan Objek

His

Subjek Penelitian ini adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN)

[ns jo

Kabupaten Sarolangun atau Mediator BPN Kabupaten Sarolangun, Pihak-pihak

ue}

eAg

yang terkait dengan sengketa pertanahan, seperti: Pemohon sengketa

pertanahan, Termohon sengketa pertanahan.

nery wisey Ju



‘nery e)sng NiN Wizl edue)y undede ynjuaq weep Ul siin} eA1ey yninjas neje ueibeqas yeAueqladwaw uep ueyjwnuwnbuaw Buele|iq 'z

AVIY VISNS NIN
I

‘nery eysng NiN Jefem BueA uebuuaday ueyiBnisw yepn uedynbuad g

‘yelesew niens uenelun neje ynuy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw | efuey uesiinuad ‘ueniguad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥njun eAuey uednnbusd ‘e

Jequins ueyngaAusw uep ueywnuesusw edue) 1ul SNy ARy ynunjes neje ueibegses diynbusw Buelseq ‘|

Buepun-6uepun 16unpuljig eydid xeH

32

Objek Penelitian ini adalah Efektivitas mediasi sebagai alternatif

ABH @

Cpenyelesaikan sengketa pertanahan pada Badan Pertanahan di Kabupaten
©

©Sarolangun, faktor-faktor yang menyebabkan mediasi sebagai alternatif tidak
3

—efektiv dalam menyelesaikan sengketa pertanahan di Badan Pertanahan
=

Nasional Kabupaten Sarolangun.

N

EX”Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi

Y Bysn

~tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informasi yang diberikan

ne

oleh informan penelitian dapat berupa wawancara, pandangan, pengalaman,
atau pengetahuan mereka tentang topik yang sedang diteliti. Informan
penelitian adalah Pihak Bersengketa dan pihak perwakilan kantor Badan

Pertanahan Nasional Kabupaten Sarolangun.

Tabel 3. 1 Informan

?

Jenis Informan Nama Keterangan

Syaifuddin S. SIT Kepala Seksi
Pengendalian dan
Penanganan Sengketa

—

Informen Utama

2. Informen Utama Has Mulyati Pihak Bersengketa
Suhaimi
3. | Informen Tambahan Lukman Ashari Kasub Pengendalian

Syakban Seksi Penanganan
Dela Monika SH Perkara dan Staf
Jumlah 5 Orang

Informen yang Ikut
Serta Wawancara

mber: Olahan data penelitian 2025

NEIY Wised] :]!.IEI{S ue;ﬁ Jo ':ub.ldA.lIII“ JIYTEST 9JF
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@
Fg:l,:Data Dan Sumber Data
-~
2 Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan respoden
©
@ maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistic atau
3
—dalam bentuk lainnya guna keperluaan penelitian yang dimaksud. Jenis dan
=
Ssumber data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan
Z
Uliteratur.
(=
w

Ag ue}ng jo A}rsIaArup) o1

~a) Data Primer

Pengambilan data primer adalah data yang di peroleh langusung dari

nery

tempat penelitian yang bersumber dari hasil penelitian yang bersumber dari
hasil penelitian baik dengan wawancara, observasi, maupun laporan guna
memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.*
Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah hasil
wawancara yang diperoleh secara langsung yaitu jumlah kasus pertanahan
di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sarolangun Tahun 2022-

2024.

weysy ajels

b) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari
sumber eksternal maupun sumber internal. Dalam penelitian ini penulis
mendapatkan data dari buku-buku, internet, jurnal, skripsi, yang berkaitan
serta data lainnya yang dapat membantu ketersediaan data yang releven

dengan tema penelitian ini.

nery wigey jrie

%0 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), Cet. Ke-12, h.
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©
C%l"eknik Pengumpulan Data

-~
2 Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan
©

©pengamatan langsung kelapangan dan yang menjadi objek penelitian. Maka

—dari itu untuk memperoleh data yang di perlukan, Peneliti menggunakan

=

Teknik pengumpulan data sebagai berikut:
=

U3, Observasi

nery eysn

Observasi yang dilakukan dalam penelitian tentang efektivitas
mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa pertanahan pada Badan
Pertanahan Nasional di Kabupaten Sarolangun, Melakukan wawancara
dengan pihak-pihak yang terkait dengan sengketa pertanahan, Pemohon
sengketa pertanahan dan Termohon sengketa pertanahan.

Wawancara

Merupakan Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara
langsung terhadap obyek yang diteliti guna mendapatkan data primer yang
dilakukan dengan wawancara. Wawancara (interview) adalah salah satu
kaedah mengumpulkan data yang paling biasa digunakan dalam penelitian
sosial.* Penulis dalam hal ini akan mengadakan tanya jawab secara
langsung terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian dalam hal

ini pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sarolangun.

J

) jrieAg uejng jo AJISIdATU() dTUWR[S] 3}e)§

1Se

nery w

*1 Mita Rosaliza, Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif,

nal llum Budaya, Vol. 11., No. 2., (2015), h. 71.
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. Tinjauan Pustaka
Yaitu penulis mengumpulakn sumber dari buku-buku referensi yang
berkaitan dengan masalah penelitian yang akan diteliti diantaranya buku,
jurnal, dam lain-lain untuk melengkapi data dalam peenlitian.
. Dokumentasi
Dokumentasi adalah suatu kegiatan mengumpulkan data tertulis
yang mengandung penjelasan dan keterangan serta pemikiran tentang

Fenomena yang masih actual dan sesuai dengan masalah penelitian.

H. Analisis Data

Analisis data adalah cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-
alat statistic yang relevan untuk digunakan dalam penelitian. Teknik analisis
data penelitian ini adalah deskriftif kulitatif, yang bertujuan mendeskripsikan

atau menjelaskan sesuatu hal bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat

7
é_"khusus mengenai masalah yang diteliti.*?
o
|5 Sistem Penulisan
po¥]
?. Agar memudahkan penulis dalam menyelesaiakan tulisan ini maka,
(]
(@ ) . . . L
= penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :
<
(1°]
ZBAB 1 : PENDAHULUAN
:‘
\; Bab 1 pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan
L)
7)) ) o
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: Teori Penyelesaian Sengketa, Hukum Agraria,

Bab 2 Tinjauan pustaka ini memuat uraian tentang Kerangka
Sengketa Pertanahan, Efektivitas Dalam Konteks Penyelesaian
Bab ini memuat uraian tentang jenis dan sifat pemelitian,
Pendekatan Penelitian. Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek
Penelitian, Informen Penelitian, Jenis Data dan Sumber Data,
Teknik Pengumpulan Data, Teknik Aanalisis Data, Sistematika
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rKesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan, maka penulis dapat

—menarik kesimpulan sebagai berikut:
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1.

Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa pertanahan pada Badan
Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sarolangun belum berjalan dengan
baik. Meskipun prosedur mediasi telah diterapkan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku, hasil yang diperoleh masih belum optimal. Banyak proses
mediasi yang tidak berakhir pada kesepakatan, dan sebagian besar kasus
akhirnya tetap berlanjut ke ranah hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa
fungsi mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa secara damai, cepat,

dan murah belum sepenuhnya tercapai.

. Ketidak efektifan mediasi di BPN Kabupaten Sarolangun disebabkan oleh

beberapa faktor utama, yakni kurangnya kesiapan dan keterbukaan para
pihak yang bersengketa, rendahnya kemampuan mediator dalam
memfasilitasi mediasi, ketidaklengkapan dokumen pertanahan, serta
ketidakjelasan regulasi dalam menangani kasus-kasus kompleks seperti
sertifikat ganda. Faktor-faktor tersebut secara bersama-sama menghambat
proses mediasi dan mengurangi peluang tercapainya kesepakatan yang adil

dan mengikat.
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Bz Saran

®

= Dari Kesimpulan yang telah penulis uraikan diatas, maka saran yang
=dapat penulis uraikan adalah:

=

—1. Untuk meningkatkan efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa
w

= pertanahan di BPN Kabupaten Sarolangun, perlu dilakukan peningkatan
-~

©  kualitas mediator melalui pelatihan keterampilan komunikasi dan
A

g pemahaman hukum pertanahan, serta perbaikan sistem pendokumentasian

nery wisey JireAg uejng jo A}JISIaATU() dDTWR]S] a3eyg

agar mempercepat proses klarifikasi. Selain itu, penyusunan regulasi
tambahan khusus kasus kompleks, peningkatan sosialisasi kepada
masyarakat mengenai manfaat mediasi, dan pelaksanaan monitoring serta
evaluasi rutin juga diperlukan agar proses mediasi dapat berlangsung lebih

efektif, adil, dan berkesinambungan.

. Untuk mengatasi ketidak efektifan mediasi di BPN Kabupaten Sarolangun,

diperlukan langkah-langkah strategis seperti meningkatkan kapasitas
mediator melalui pelatihan intensif terkait teknik mediasi dan penyelesaian
sengketa, serta mendorong para pihak yang bersengketa untuk lebih terbuka
dan siap dalam mengikuti proses mediasi. Selain itu, perlu dilakukan
perbaikan sistem administrasi pertanahan, khususnya dalam pengumpulan
dan verifikasi dokumen agar lebih lengkap dan akurat, serta penyusunan
regulasi yang lebih jelas terkait penyelesaian kasus-kasus kompleks seperti
sertifikat ganda agar mediator memiliki pedoman yang tegas dan proses

mediasi dapat berjalan lebih lancar, adil, dan efektif.
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